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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian skripsi ini, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

Hubungan hukum antara pengemudi dengan perusahaan transportasi
online di Indonesia untuk saat ini belum dapat dipayungi dalam bidang
hukum ketenagakerjaan. Sehingga hubungan hukumnya tidak dapat
diakui sebagai hubungan kerja melainkan hubungan hukum tersebut
dinyatakan dalam hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan ini yang
untuk selanjutnya mengikat kedua belah pihak. Sementara hubungan
hukum antara pengemudi dengan perusahaan transportasi online di
Singapura sudah di payungi dalam hukum ketenagakerjaan dan diakui
bahwa adanya hubungan kerja melalui Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2024 tentang Pekerja Platform yang dapat dilihat dengan adanya

pengakuan terhadap pengemudi sebagai pekerja.

Perlindungan hukum antara pengemudi dengan perusahaan
transportasi online di Indonesia kembali pada dasarnya yang belum
dapat dipayungi oleh hubungan kerja, maka belum terdapat juga
perlindungan seperti pekerja dalam bidang hukum ketenagakerjaan.
Meskipun terdapat sedikit upaya pemerintah dalam memberikan

jaminan sosial, namun perlindungan hukumnya akan tetap
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dikembalikan pada perjanjian kemitraan di antara kedua belah pihak,
yaitu pengemudi dengan perusahaan transportasi online. Sementara
perlindungan hukum antara pengemudi dengan perusahaan
transportasi online di Singapura sudah diberikan perlindungan
layaknya pekerja karena dasar hubungan hukumnya sebagai pekerja
telah terdapat pengakuan dalam bidang hukum ketenagakerjaannya,
yaitu melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pekerja

Platform.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian skripsi ini, penulis berupaya
untuk memberikan saran kepada pihak-pthak terkait, khususnya bagi
pengemudi, perusahaan transportasi online, dan pemerintah di Indonesia.
Sebagai berikut:
1. Pengemudi

Meninjau dari banyaknya tuntutan yang muncul, pengemudi perlu
memahami dan mencermati dengan baik hak dan kewajiban yang
tercantum dalam perjanjian kemitraan dengan perusahaan transportasi
online agar dapat meminimalisir ketidakharmonisan hubungan kemitraan
tersebut. Pengemudi juga sebaiknya mempertimbangkan untuk ikut
sebagai peserta program BPU BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan

mandiri yang berjangka panjang bagi keselamatan diri sendiri.
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2. Perusahaan Transportasi Online

Perusahaan transportasi online hendaknya dapat menerapkan prinsip-
prinsip kemitraan yang saling memerlukan, saling mempercayai, saling
memperkuat, dan saling menguntungkan karena keterlibatan pengemudi
sebagai mitra dalam memberikan layanan untuk rating perusahaan
tersebut menjadi sebuah faktor yang dapat dipercaya di masyarakat.
Hendaknya juga perusahaan transportasi online dapat memberikan
perhatian kepada mitra, khususnya terkait dengan standar keselamatan
pengemudi saat menjalankan layanan, mendorong pengemudi untuk
mendaftar sebagai peserta program BPU BPJS Ketenagakerjaan dan dapat
menerima tuntutan yang berasal dari pengemudi sebagai bahan evaluasi

dan peningkatan layanan yang berkelanjutan terhadap pengemudi.

3. Pemerintah

Pemerintah dapat segera membentuk regulasi yang lebih
komprehensif, baik dalam bentuk undang-undang yang secara khusus
mengatur pengemudi dengan perusahaan transportasi online mengenai
hubungan hukum dan perlindungan hukum di antara para pithak maupun
dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut untuk
mencegah adanya ketidakpastian hubungan hukum yang sering muncul
dari tuntutan yang diajukan oleh pengemudi dan dapat memberikan

perlindungan hukum yang setara kepada para pihak.
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